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PERAN PEMERINTAH DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PANGAN
Nurjannah Nonci
Abstrak

Dalam suatu pemerintahan, peran negara dalam bidang ekonomi politik,
merupakan usaha pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang mengatur
produsen, konsumen dan peran pasar. Khususnya peran dalam bidang pangan
perberasan, dengan adanya fenomena yang terjadi bahwa, stok nasional beras
tidak mencukupi kebutuhan akan konsumsi rakyat Indonesia Oleh sebab itu,
beras dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, dan bahkan dapat
mempengaruhi perkembangan politik.

Berdasarkan fakta itu, hendaknya pemerintah membuat suatu kebijakan yang
dapat mengontrol harga, dengan menstabilkan antara kebutuhan nasional dengan
kepentingan rakyat khususnya kepentingan petani, sehingga tidak menimbulkan
gejolak politik. Dengan demikian kebijakan yang populis harus dianalisis dengan
baik, menentukan agenda masalah dengan berdasarkan variabel-variabel yang
mendukung. Seperti dukungan institusi pertanian, inovasi IPTEK, PERBANKAN,
keterampilan dan motivasi petani, kontrol stabilitas harga padi, pada akhimya
implementasi kebijakan tersebut dapat mewujudkan welfare state.

PENDAHULUAN. pelaksanan sampai pada penilaian hasil,
sementara pemerintah lebih memainkan
perannya sebagai fasilitator, dan dapat

yang memfokuskan diri pada urusan-urusan

kenegaraan yang bersifat strategis.

Peran Negara dalam bidang ekonomi
semakin dibahas dalam khasanah literartur
ekonomi politik karena mekanisme pasar dan
transaksi ekonomi tidak terjadi di ruang yang
vakum. Di dalam ekonomi ada nuansa

Negara mempunyai fungsi
sangat beragam, mulai dan yang baik,
hingga yang buruk, kekuasaan untuk
memaksa, yang memungkinkan mereka
melindungi hak milik pribadi dan
menciptakan  keamanan  public, juga
memungkinkan mereka mengambil alih hak

milik pribadi dan melanggar hak-hak warga
Negara mereka. Monopoli kekuasaan sah
yang dijalankan Negara memungkinkan
individu-individu melepaskan diri dari apa
yang disebut oleh Hobbes sebagai® perang
setiap manusia melawan setiap manusia *
dalam negeri, namun menjadi dasar bagi
konfik dan perang pada tataran
internasional. Dengan demikian, tugas politik
modem adalah menjinakkan kekuasaan
Negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya
kearah tujuantujuan yang dianggap sah
oleh rakyat yang dilayaninya, dan

Birokrasi pemerintahan merupakan
peran Negara yang berupaya memfasilitasi
masyarakat agar mampu mengatur hidupnya
tanpa harus sepenuhnya tergantung terus
menerus kepada pemerintah. Masyarakat
mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi,
mulai  dar pemenuhan  kebutuhan,

soaial, budaya , kelembagaan dan politik
masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat
berpengaruh terhadap mekanisme pasar
yang terbentuk dan transaksi ekonomi yang
terjadi . Negara atau birokrasi adalah sebuah
entitas kelembagaan yang paling dominan
dan sangat berpengaruh dalam kehidupan
ekonomi( Rachbini D.2002).

Peran pemerintah dalam
pembangunan ekonomi adalah, bahwa
pemerintah yang efektif tidak hanya
dibutuhkan karena adanya kegagalan pasar,
tetapi juga menjadi syarat untuk meraih
keberhasilan pembangunan ekonomi. Jika
suatu rezim tertentu tidak dapat diandalkan
untuk melaksanakan proses pembangunan
secara kompeten dan jujur, rezim tersebut
akhimya akan dipaksa untuk melakukannya
karena tekanan politis yang semakin keras,
atau rezim ftersebut akan kehilangan
kekuasannya , mungkin melalui PEMILU,
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atau dengan cara lain (Todaro M.P, Smith
S.C 2002)

Pelayanan public pada  bidang
pangan, khususnya padi atau beras
merupakan suatu program yang sangat urgen
bagi rakyat Indonesia. Karena beras
merupakan kebutuhan pokok, dan salah satu
unsur dari  sembako adalah beras. Beras
terkait dengan masalah nasional, misalnya,
jika beras tidak cukup stoknya untuk
memenuhi kebutuhan nasional, harga beras
tidak teriangkau oleh masyarakat marginal,
dan petani tidak bisa panen atau gagal
panen. Maka masalah ini akan
mempengaruhi secara signifikan
perkem_bangan pembangunanan nasional.
Sampai saat ini, padi atau beras masih
dipersepsikan sebagai komoditas strategis,
dan tetap mendapat prjoritas tinggi dalam
program pembangunan nasional. Oleh sebab
itu, beras dapat mempengaruhi
perkembangan perekonomian, dan bahkan
dapat mempengaruhi perkembangan politik.

Hasil pembangunan  pertanian
selama tiga dasawarsa yang lalu dan dampak
dari krisis ekonomi, meyakinkan kita bahwa
sektor pertanian telah mampu berperan
sebagai motor penggerak  pertumbuhan
ekonomi nasional untuk  meningktakan
kesejahteraan rakyat dan mengurangi
kemiskinan seria memantapkan
ketahananpangan nasional. Jika kita
membahas kembali tentang pembangunan
pertanian selama tiga dasawarsa yang lalu,
nampak bahwa pada era praswasembada
beras, dukungan politik pemerintah terhadap
pembangunan pertanian sangat kuat
Dukungan tersebut diimplementasikan dalam
tiga strategi utama pembangunan pertanian
menurut skala prioritasnya seperti yang
dikemukakan oleh (Faisal K et all ,73,2004)
antara lain adalah intensifikasi, ekstensifikasi,
diversifikasi.

Adanya partisipasi masyarakat, baik
keterlibatannya dalam pengambilan
keputusan maupun dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur, melalui program-
program pembangunan pemerintah yang
menyeniuh segala aspek dan kebutuhan

, seperti pendidikan, kesehatan,
moral, spiritual, sosial, politik, pertanian.
Sehingga pada akhimya bertujuan untuk

kesejahteraan

meningkatkan ] masyarakat
hingga pada tataran kemajuan suatu bangsa

dan negara. Ketika k
masyarakat sudah terpenuh; 4
tentunya hal ini merupakan sajg,
yang dapat menciptakan tujuan aq'
Negara, yaitu pelayanan
pemerintahan yang dicita-citakan o
bangsa dan negara.

Fenomena Beras dan pengan,
politik.

Secara nasional, seki;
konsumsi kalori dan 45% konsumsi,
tingkat rumah tangga berasal dari b,
tersebut menunjukkan bahwa per,,
produksi beras  berperan pentin,
[pemenuhan kecukupan  konsy-
rumaha tangga dan ketahanan
nasional.Sekitar 90% produksi beras
dihasilkan dari sawah terutama (,
Akibat lahan yang lebih subur, jaring.
yang lebih tersedia, dan teknologi u,,
yang lebih maju disbanding dinhz -
maka Jawa memiliki peranan pentr,-
produksi pada nasional. Selama 3.
terakhir, Jawa rata-rata meyumbang
terhadap produksi padi nasiona
kisaran 55-63% (lrawan B, 2004).

Masalah padi merupakan
penting dalam pembangunan I
nasional. Petani merupakan sdu
elemen yang sangat penting
mendukung terwujudnya produks
Disinilah peran petani yand
meningkatkan produksi padi, @i
dapat pula meningkatkan kes&?
petani. Namun ironisnya, buruh !
bisa berbuat apa-apa dengan kon?
mereka hadapi sehari-hari, yaki |
dengan memeras tenaga
meningkatkan  produksi Pﬂd‘aﬂ{ )
pendapatannya masih sangat rel” '
sehingga nasib petani tidak pemah .
hingga sekarang, yakni hasil ya.’fy..
peroleh, sebatas hanya memenuhi X
konsumsi sehari-hari. P etant .
menikmati hasil kerja kerasny®
hasinya  belum  memenuhl
masyarakat yang sejahtera.

den? .

Produktivitas  diukur od
indiator antara lain; (1) tingkat 3)
(2)variabiltas  produksi; ()4
produktivitas antar kabupaten-t
kecendrungan:
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1. Produktivtas meningkat darn rata-rata
3Vha pada tahan 1972-1975 menjadi

sekitar
5,2 tha Tahun 1996-2000.
2. Keragaman produktivitas antar

kabupaten mengalami penurunan yang
ditunjukkan oleh  Turunnya koefisien
variasi produktivitas dar 17,4% pada
tahunh 1972-1975menjadi 6,8% Tahun
1996-2000. Karena  sebagian besar
pendapatan petani di Jawa berasal dari
usahatani padi sawah.

3. Vanabilitas produktivitas padi cenderung
turun dari 8,71% pada tahun1972-1975
menjadi 4,45% tahun 1996-2000. Ini
menunjiukkan bahwa ketidak pastian
produktivitas padi sawah akibat faktor
non teknis-agronomis seperti harga
masukan dan keluaran serta iklim
semakin kecil. Hal ini disebabkan karena
adanya pengendalian harga oleh
pemerintah dan meningkatnya
kemampuan adptasi petani terhadap
kondisi agroklimat setempat (Anderson
dan Hazeli dalam Irawan B,2004).

Akhir- akhir ini masalah beras
menimbulkan  fenomena yang menarik.
Dengan berbagai masalah yang dihadapi,
baik secara nasional, maupun lokal. Misalnya
berdasarkan asumsi, bahwa stok beras
yang tersedia sekarang tidak mencukupi
kebutuhan nasional. Sehingga periu
mengimport beras dar luar negen.
Selanjutnya, kebijakan itu sejalan dengan
kebijakan pasar bebas, yang merupakan
suaty keharusan bagi pemerintah untuk
melaksanakannya Karena hal tersebut
merupakan salah satu persyaratan dari
organisasi-organisasi  internasional  (IMF,
World bank) bagi Negara dunia ketiga yang
butuh bantuan dana, untuk membangun
negaranya.

Disisi lain kebijakan tersebut justru
memberikan peluang bagi Negara-negara
-pengeksport beras untuk memperdagangkan
berasnya dengan harga yang murah.
Sehingga dampaknya meresahkan bagi
petani, karena harga beras lokal lebih mahal,
Jika dibandingkan dengan harga beras import.
Akibatnya beras petani kurang laku di pasar.
Dengan persaingan itu petani terpaksa
menjual beras dengan harga murah, dan nilai
jual beras lokal, tidak seimbang dengan biaya
Produksi yang sudah dikeluarkan oleh petani.

81

Sehingga petani rugr dengan adanya
kebijakan itu.

Faktor lain yang menyebabkan
masalah itu, adalah peran Bulog sebagai
institusi  yang mengatur harga dan
pendistribusian beras, namun sayangnya
kinerja Bulog yang tidak bagus, misalnya
tidak mempunyai unit kerja dalam
institusinya, yang menangani tentang,
bagaimana usaha petani untuk bisa
meningkatkan kualitas gabah agar bisa
bersaing di pasar. Bahkan di beberapa
daerah, peran tengkulak mempengaruhi
harga gabah. Gabah yang dijual petani ke
tengkulak  dengan harga yang relagtif
rendah, kemudian tengkulak menjual gabah
itu ke Bulog. Petani menjual gabah kepada
tengkulak karena faktor kebutuhan yang
mendesak. Sehingga harga cenderung
ditentukan oleh tengkulak. Akibatnyz nilai jual
rendah karena ditentukan oleh tengkulak
dalam bentuk gabah kering panen.

Disatu sisi petani kurang terampil,
dan motivasinya rendah. Mereka bertani
tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, petani cepat puas dengan hasil
yang didapatkan. Jika ada sisa dari
persediaan untuk konsumsinya sehari-hari,
maka sisa itu yang dijual. Di daerah,
penyuluh pertanian masih kurang memberi
informasi tentang pengelolaan pasca panen.

Keberpihakan pemerintah kepada
petani, masih perlu dipertanyakan, misalnya
kebijakan pemerintah untuk menyalurkan
Kredit Usaha Rakyat (KUR), terkesan
setengah hati dan tidak konsisten, terutama
menyangkut penyaluran kredit di sektor
pertanian. Petani kesulitan mendapatkan
dana kredit karena syarat jaminan berupa
sertifikat tanah tidak mudah mereka penuhi

(Kompas, 29, juli,2011).

Dalam upaya peningkatan produksi
padi nasional untuk mencukupi kebutuhar,
beras dalam negeri, relatif sulit tercapai,
karena petani sebagai pengguna teknologi
kurang mendapatkan informasi tentang
inovasi teknologi baru yang dihasilkan olety
lembaga-lembaga penelitian pangan,
khususnya beras. Hal tersebut disebabkar s
karena, alur informasi dari sumber Keq
pengguna terlalu panjang birokrasinya .
Misalnya IPTEK atau hasil penelitan dar*
PUSLITBANGTAN (Pusat Penelitan da:
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Pengembangan Tanaman Pangan),
selanjutnya ke BPTP (Badan Pengkajian dan
Teknologi Pertanian ) di tingkat propinsi,
kemudian, ke penyuluh dan terakhir adalah
ke pada pengguna atau petani.

Birokrasi itu seyogyanya
diperpendek, agar informasi yang dibutuhkan
petani bisa lebih cepat. Salah satu usinya
adalah, dengan cara memberi peluang BPPT
kerjasama dengan pemda tingkat Il SKPD.
Agar teknologi yang dihasilkan langsung tiba
ke penguna. Begitu pula Meningkatkan
frekuensi sosialisasi hasil penelitian oleh
LITBANG yang bekerjasama dengan
penyuluh pertanian.

Analisis kebijakan tentang padi (beras)

Argumen yang dikemukakan oleh
Suryana A, dan Hermanto (55, 2004) sebagai
berikut _Instrumen kebijakan untuk
memberikan  dukungan bagi peningkatan
pro@klivitas petani padi dan produksi beras
nasional meliputi (1) pengembangan
mfr:a_stn.lw untuk mendukung usaha tani
padi; (2) peningkatan akses petani terhadap
Sarana produksi dan sumber permodalan ;(3)
peningkatan mutu intensifikasi usahatani padi
dengan menggunakan teknologi maju, (4)
ekstenstﬁkasa lahan pertanian di lahan
kering, rawa pasang surut, lebak ,dan daerah
bukan baru; dan (5) peningkatan akses
petani terhadap sarana pengolahan
Pascapanen dan pemasaran.

Sejalan dengan dinamika politik,
ekonomi dan sosisl, serta keterbatasan
pemerintah dalam menyediakan anggaran
pembangunan, secara bertahap dilakukan
reorientasi kebijakan program intensifikasi
dengan menerapkan konsep pembangunan
sistom dan usaha agribisnis, mengingat
kebijakan program intensifikasi dalam era
olonomi daerah memeriukan koordinasi dan
sinkronisasl antar instansi terkait mulai dari
tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Koordinasi diperiukan untuk meningkatkan
kinerja pemerintah agar lebih efisien, efektif
dan sinergi dalam memberikan pelayanan
public (Pantjar S,1 Wayan S 2004),

Dalam menumbuhkan’ pembangunan
pertanian, juga diharapkan timbul dari
fMmasyarakat khususnya pelaku Intensifikasi
yang bisa melihat peluang-peluang untuk

meningkatkan produktivitas ¢
bentuk kerja sama, kemitr'aan "
atau bentuk kerja sama lainq 'a"c
antara petani/kelompok tanj . ¢
pelaku agribisnis akan berjalay, .
berkelanjutan apabila didasam;‘
kepercayaan, keadilan dan .
tentang pentingnya pembanguns,'*
sebagai  tanggung  jawab
Sementara itu pemerintah pys, °
menciptakan kebijakan makro yar
dan berpihak  kepada petan
kebijakan tarif dan normatif, eks,
modal kredit, pengamanan harga |,
serta fiskal.

Kebijakan perberasan pa.
orde baru diarahkan untuk meraj
nasional yang setinggi-tingginy:
rangka mencapai dan mempe,
swasembada beras. Obsesi p,
(Presiden Soeharto) Yang sangs
untuk meraih tujuan tersen,
pemerintah pusat sebagai kekuz,
yang tidak boleh ditandingi, m.
sumber dukungan politikk yang luart,,
upaya peningkatan produksi beras
kondisi seperti itu, dukungan b.
anggaran pemerintah pun melim 1
Secara umum , peningkatan procus.
merupakan komitmen dari pemenn 1
membuat suatu sistem yang lebih b
didukung oleh seluruh eksponen bé s

Berbeda  kondisi saat '
keberpihakan pemerintah  kepsd
masih periu  dipertanyakan,
kebijakan pemerintah untuk pembw
petani, peran birokrasi, peran Bu,
perbankan dalam menyalurkan K&
Rakyat (KUR), terkesan setengah
tidak konsisten,

Masalah-masalah R .
agenda dalam membuat kebijaka"
melahirkan beberapa_porianya%y,
kebijakan itu berdampak baik keP%
maupun  kepada masyal'a_kt:s &
bawah?.Apakah harga dan kuali®’,
pasaran dapat dijangkau dehbem’
kelas bawah? Apakah hargd ',
tidak terlalu jauh perbedaany@ ean
lokal, agar petani tidak dirugd'
hadimya beras import? Masala ¢ ke
menjadi agenda dalam memb”apao-
Jawabannya adalah bergap‘}l_"gmn
dan peran Negara dalam politicd
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mi implementor, dalam
ngimplementasikan kebijakan, yang
sarusnya berpihak kepada kepentingan
1 kebutuhan rakyat, kepada warganya
ag tidak lasin adalah mengusahakan
~ujudnya welfare state.

Tahapiashap pembuatan kebijakan
plik terdin dan; (1)perumusan masalah,
ymasok pengetahuan yang relevan
ngan kebyakan yang mempersoalkgr_l
gmsi-asumsi  yang mendasan definisi
ssalah, dan memasuki proses pembuatan
pyakan melalui penyusunan agenda {2)
mulasi kebilakan yakni peramalan dapat
anyediskan pengetahuan yanQ relevan
ngan kebijakan tentang masalah yang
an tejadi di masa mendatang sebagai
dbat dari diambilnya altematif termasuk
jak melakukan sesuatu. (3) adopsi
«bijakan atau rekomendasi membuahkan
sngetzhuan yang relevan dengan kebijakan
ntang manfaat atau biaya dsn berbagai
wematif yang akibatnya dimasa mendatang
jah diestimasikan melalui peramalan,
ambantu mengestimasi tingkat riskko dan
stidakpastian(4) Pemantauan (monitoring)
senyediakan pengetahuan yang relevan
engan kebijakan tentang akibat dari
sbijakan yang diambiol sebelumnya, hal ini
nembantu pengambil kebijakan pada tahap
mplementasi; (5) penilaian  kebijakan
nembuahkan pengetahuan yang relevan
jengan kebijakan tentang ketidaksesuaian
intara kinerja kebijakan yang diharapkan
jengan yang benar-benar dihasilkan. Hal ini
nembantu pengambilan kebijakan pada
ahap penilaian kebijakan terhadap proses
»embuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya
nenghasilkan kesimpulan mengenai
seberapa jauh masaleh telah terselesaikan,
etapi juga menyumbang pada klarifikasi dan
wirtik terhadap nilai-nilei yang mendasari
<ebijakan, membantu dalam penyesuaian
%mwweﬁmalah(omw&

).

Berdasarkan kenyataan itu, kebijakan
lentang padi atau beras yang akan
dfomulasiken dan  diimplementasikan
kepada target group, hendaknya dapat
menjadi solusi yang tepat bagi masalah yang
dihadapi rakyat Dengan demikian dalam
membuat kebijakan akan melibatkan
implementor yang akan mengidentifikasi,
menentukan masalah yang akan menjadi
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agenda kebijakan, dalam hal im menetapkan
beberapa masalah pangan khususnya beras,
selanjutnya, dibuat formulasinya,
mengestimasi  jika kebijakan akan
diimplementasikan, menganalisis dampak
dar implementasi kebijakan, mengevaluasi
kebijakan kepada larget group.

Bertitik tolak dari beberapa agenda
permasalahan, disertai dengan komitmen
yang linggi dari semua aklor, maka
kebijakan produksi beras dapat dilakukan
secara besar-besaran. Variabel- vanabel
kebijakan dapat dibagi menjadi enam, yaity;
(1) transformasi dan reformasi kelembagaan,
pembangunan lahan dan irigasi; (2)
meningkatkan motivasi dan keterampilan
petani,, (3)inovasi teknolog,i penyediaan
sarana produksi; (4) perbankan yang
memfasilitasi dengan kredit lunak §)
pengembangan usaha jasa alat dan mesin
pertanian (alsintan), memfasilitasi dalam
bentuk kerja sama dengan pihak swasta;
(6)mengimport beras satu bulan sebelum
waktu panen tiba, dan dua bulan sesudzh
panen ketersediaan pupuk yang harganya
terjangkau oleh petani, dan pemerintah
meningkatkan harga subsidi, kebijakan
dengan sistem sentralistik.

KESIMPULAN

Dalam suatu pemerintahan, Negara
memegang peranan yang sangat penting,
misalnya peran Negara dalam bidang
ekonomi politik, merupakan usaha
pemerintah dalam membuat kebijakan
ekonomi yang mengstur  produsen,
konsumen dan peran pasar. Khususnya
peran dalam bidang pangan perberasan,
dengan adanya fenomena yang terjadi
bahwa, stok nasional beras idak mencukupi
kebutuhan akan konsumsi rakyat Indonesia .
Atas pertimbangan tersebut sehingga
pemerintah membuat suatu kebijakan untuk
mengimport beras dari luar negeri. Kebijakan
itu sejalan dengan kebijakan pasar bebas.
Karena hal tersebut merupakan salah satu
persyaratan  dari  organisasi-organisasi
intemasional (IMF, World bank) bagi Negara
dunia ketiga yang butuh bantuan dana untuk
pembangunan.

Masuknya beras import ke Indonesia
menimbulkan masalah bagi petani. Adapun
masalah tersebut antara lain adalah harga
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beras import lebih murah, jika dibandingkan
dengan harga beras lokal, jadi di pasaran
beras lokal tidak mampu bersaing dengan
beras import, akibatnya petani jadi rugi
karena biaya yang dikeluarkan lebih besar
dari pada hasil produksi.Peran Bulog tidak
mampu mengatur harga, pendistribusian, dan
sosialisasi teknologi kepada petani. Birokrasi
mulai dari PUSLITBANGTAN sebagai
penghasil IPTEK sampai ke tangan
pengguna tidak efisien. Demikian halnya
dengan kinerja penyuluh tidak ditingkatkan,
sebagai aparat yang melayani petani.
Beras terkait dengan masalah nasional,
misalnya, jika harga beras tidak terjangkau
oleh masyarakat marginal, dan petani tidak
bisa panen atau gagal panen. Maka masalah
ini akan mempengaruhi secara signifikan
perkembangan pembangunanan nasional.
Sampai saat ini, padi atau beras masih
dipersepsikan sebagai komoditas strategis,

dan tetap mendapat prioritas |,

program pembangunan nasiona| g 1
itu,beras dapat e
perkembangan perekonomian, q; .
dapat mempengaruhi perkevmbangq

Berdasarkan fakta itu,
pemerintah membuat suatu kebqa,j
dapat mengontrol harga,
menstabilkan antara kebutuhan
dengan kepentingan rakyat |
kepentingan  petani,  sehingg:
menimbulkan  gejolak  politik
demikian kebijakan yang popy,.
dianalisis dengan baik, menentuka ,
masalah dengan berdasarkan
variabel yang mendukung. Seperti
institusi  pertanian, inovasi
PERBANKAN, keterampilan dan
petani, kontrol stabilitas harga pa,
akhimya implementasi kebijakan
dapat  mewujudkan  welfare
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